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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang 

sudah dilakukan selama lima minggu secara daring pada tanggal 18 Oktober 

2021 – 20 November 2021 maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. PKPA di Apotek Pro-tha Farma dapat meningkatkan pemahaman calon 

Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker 

dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.  

2. PKPA dapat memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan praktis bagi calon Apoteker mengenai pengolaan obat 

(pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, pelaporan, 

pencatatan, serta pemusnahan obat) serta manajemen persediaan, 

administrasi, sumber daya manusia serta pelayanan kefarmasian.  

3. Calon Apoteker melalui PKPA memperoleh kesempatan langsung 

untuk melihat, mempelajari serta mempraktikkan secara langsung ilmu 

yang sudah didapat diperkuliahan, untuk mengembangkan praktek 

farmasi komunitas di apotek (pelayanan resep/non resep, KIE). 

4. Mahasiswa calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang 

permasalahan yang terjadi di lapangan dengan teori yang sudah 

diberikan (Komunikasi dengan pasien, komunikasi, dengan tenaga 

kesehatan lain maupun komunikasi dengan teman sejawat Apoteker).  

5. PKPA dapat menambah persiapan calon Apoteker dalam memasuki 

dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi 

Apoteker (PKPA) di apotek Protha Farma adalah sebagai berikut:  
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1. Calon Apoteker lebih mempersiapkan diri dengan banyak membaca 

dan membekali diri dengan ilmu mengenai obat-obatan, pelayanan, 

perundang-undangan, dan sistem manajemen sebelum pelaksanaan 

PKPA.  

2. Calon Apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang ada di apotek ProTHa Farma dan melakukan 

sesuai dengan SOP sehingga terhidnar dari kesalahan yang dapat 

terjadi.  

3. Pemberian KIE ke pasien calon Apoteker diharapkan meningkatkan 

kemampuannya berkomunikasi secara baik dan benar supaya apa yang 

disampaikan kepada pasien benar-benar paham dan meningkatkan 

kepatuhan pasien dalam penggunaan obat. 
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